WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan
sosial masyarakat di Kota Pekalongan, perlu
didukung kondisi daerah yang aman, tenteram,
tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya
penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah;

bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban
menyelenggarakan  Ketertiban Umum  untuk
mewujudkan penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang
tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan
budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi
dan misi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;

bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan
dengan Peraturan Daerah yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang



10.

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5052);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5600);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat
II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 338);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6205);



11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5
Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah, setelah angka 15,
ditambahkan 5 (lima) angka baru, yaitu angka 16, angka 17, angka
18, angka 19, dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Pekalongan.

Pemerintah = Daerah  adalah  Walikota  sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur
dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-
undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang
dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan dan makluk Thidup, termasuk
manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup
lain.

Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan
dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha
maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk
apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas umum.

Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa
bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan
sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota.

Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bungaan dan
pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.

Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau
perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau pihak lain.

Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di
bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer,
mata air, sungai, rawa, waduk, dan muara.

Daerah Milik Jalan adalah merupakan ruas sepanjang jalan
yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh
Pembina Jalan guna peruntukkan daerah manfaat jalan dan
perlebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas
dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan
jalan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang  untuk  melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah.

Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam
rangka mencegah terjadinya kebakaran.

Penanggulangan Kebakaran adalah wupaya yang dilakukan
dalam rangka memadamkan kebakaran.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus.



19. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem
perlindungan/pengamanan Bangunan Gedung dari kebakaran
yang dipasang pada Bangunan Gedung.

20. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk
dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam
kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun
harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan
gedung dan lingkungan.

Ketentuan Pasal 3, setelah huruf g ditambahkan 1 (satu) huruf baru
yaitu huruf h, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi :

a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum
lainnya;

tertib usaha;

tertib lingkungan;

a0 o

tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
tertib penghuni bangunan;
tertib susila;

tertib sosial; dan

5ot o

tertib pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Setelah Bagian Kedelapan Bab II, ditambahkan 1 (satu) bagian baru
yaitu Bagian Kesembilan Tertib Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran, dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 5 (lima)
Pasal baru, yaitu Pasal 15a, Pasal 15b, Pasal 15c, Pasal 15d, dan
Pasal 15e yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Tertib Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Paragraf 1
Pencegahan Kebakaran

Pasal 15a

(1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan
Gedung dan lingkungan yang memiliki resiko bahaya
kebakaran wajib berperan aktif untuk mencegah bahaya
kebakaran.

(2) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau pengelola
Bangunan Gedung wajib memiliki:

a. sarana penyelamatan;



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

b. akses pemadam kebakaran; dan
c. proteksi kebakaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyelamatan, akses
pemadaman dan proteksi pencegahan kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15b

Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan
wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan
kebakaran.

Setiap bangunan perumahan dengan luas paling sedikit 10.000
m? (sepuluh ribu meter persegi) harus memasang paling sedikit
1 (satuy) titik hidran atau bak penampungan air paling sedikit 8
m?3 (delapan meter kubik).

Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat)
lantai ke atas harus dipasang sistem alarm kebakaran
otomatis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana
kebakaran pada bangunan perumahan diatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 15c¢

Setiap orang harus melakukan pemeriksaan alat pemadam
kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakannya.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dan dapat dipungut retribusi.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pihak ketiga
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pemerintah Daerah melakukan pengesahan atas pemeriksaan
yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan alat pemadam
kebakaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Penanggulangan Kebakaran

Pasal 15d

Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau
mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif dalam
penanggulangan bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam
kebakaran tiba di lokasi terjadinya kebakaran.

Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan aktifitas pemadaman awal;

b. melaporkan kejadian kebakaran pada Perangkat Daerah
yang membidangi kebakaran dan/atau pos pemadam
kebakaran terdekat; dan



(3)

c. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.

Ketetuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kebakaran
diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15e

Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik dan/atau
pengelola/pengguna bangunan/pekarangan wajib memberikan izin
kepada petugas pemadam kebakaran untuk:

a.
b.

memasuki bangunan/ lingkungan bangunan;

membantu memindahkan barang/ bahan yang mudah
terbakar;

memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang
berada dalam daerah bahaya kebakaran;

merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan

melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi
pemadaman dan penyelamatan.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
(3)
(4)

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal
S5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal
14 dan Pasal 15a, Pasal 15b, dan Pasal 15e diancam dengan
pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

dihapus.
dihapus.
dihapus.
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Februari 2019

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5 / 2019)



L.

II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM

UMUM

Ketertiban Umum adalah suatu ukuran dalam suatu
lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia
baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi
kaidah hukum, norma agama, sosial, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintah umum dan
pembangunan di daerah juga dapat berjalan baik dan lancar apabila
terjaga ketentraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat
dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan
dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
disebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah
memelihara ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan
kebutuhan mutlak bagi masyarakat dalam rangka menyelenggarakan
kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan terkait dengan hak bagi
warga negara untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan tenteram.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan kewajiban
pemerintah sebagaimana dimanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban
Umum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib
kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bahwa kewajiban Setiap Orang untuk tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
dalam rangka menJalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari
pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Di Kota Pekalongan penyelenggaraan Ketertiban Umum
selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Akan tetapi dengan
adanya perkembangan masyarakat dan perlunya pengaturan terkait
dengan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran perlu untuk
melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2



Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.



